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BUPATI HULU SUNGAI SELATAN 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN 

 

NOMOR     6    TAHUN  2019 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2018  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2019 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, 
 

Menimbang :  a. bahwa dalam rangka penyesuaian dengan Dana Alokasi 
Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID) Tahun 
Anggaran 2019 yang diterima dan untuk kelancaran serta 

efektifitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2019, serta untuk penyesuaian 

rekening belanja maupun nomenklatur rincian objek 
belanja, perlu dilakukan penyesuaian anggaran; 

  b. bahwa dalam rangka mengakomodir pelaksanaan belanja 
keperluan mendesak untuk mendanai Pengamanan 

Pemilihan Umum, perlu dilakukan penyesuaian terhadap 
anggaran yang telah ditetapkan sesuai ketentuan yang 
berlaku; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 36 
Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia    Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan  dan Tanggungjawab Keuangan 
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Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

8. Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang 
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6187); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2015 
Nomor 58,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 
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Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5340); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan 

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5155); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia   Nomor 4578); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan  dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia   

Nomor  4614); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738) 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Stándar Akuntansi Pemerintahan  (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5219); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6041); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 310); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang  Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 
tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur 

Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta 
Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 657) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan 
Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 902); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 

serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana 
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor  1067); 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah; 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 
tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor  550); 
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30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 

tentang  Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor  701); 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 
Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 
Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5); 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 
13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu 
Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 
12); 

33. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 36 Tahun 
2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten 

Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 Nomor 38); 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG 
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019. 
 

Pasal  I 

Beberapa Ketentuan dan Lampiran dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan 

Nomor 36 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

Tahun 2018 Nomor 38) diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 5 

 Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut 

dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

2. Lampiran I untuk Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2019 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

3. Lampiran II untuk Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan pada 
Organisasi Dinas Pendidikan, Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan pada 

Organisasi Dinas Kesehatan dan Organisasi RSUD Hasan Basry, Urusan 
Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman pada 

Organisasi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan 
Hidup, Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum 

serta Pelindungan Masyarakat pada Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, 
Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial pada Organisasi Dinas Sosial, Urusan 
Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil 

pada Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Urusan Wajib 
Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Organisasi 
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Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Urusan Wajib Bukan Pelayanan 

Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Organisasi 
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 

Perhubungan pada Organisasi Dinas Perhubungan, Urusan Wajib Bukan 
Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika pada Organisasi Dinas 

Komunikasi dan Informatika, Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi, 
Usaha Kecil dan Menengah pada Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, 

Usaha Kecil dan Perindustrian, Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 
Penanaman Modal pada Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu, Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perpustakaan 

pada Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Urusan Pilihan Kelautan 
dan Perikanan pada Organisasi Dinas Perikanan, Urusan Pilihan Pariwisata 

pada Organisasi Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata, Urusan Pilihan 
Perdagangan pada Organisasi Dinas Perdagangan, dan Urusan Pemerintah 

Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan pada Organisasi Bagian 
Perekonomian, Pembangunan dan Tata Usaha Sekretariat Daerah, Organisasi 
Bagian Umum Sekretariat Daerah, Organisasi Bagian Organisasi dan 

Pemberdayaan Aparatur Daerah Sekretariat Daerah, Organisasi Kelurahan 
Kandangan Kota Kecamatan Kandangan, Organisasi Kelurahan Kandangan 

Utara Kecamatan Kandangan, Organisasi Kelurahan Kandangan Barat 
Kecamatan Kandangan, dan Organisasi Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan 

Kandangan, Organisasi Kecamatan Sungai Raya, serta Urusan Pemerintah 
Fungsi Penunjang Keuangan pada Organisasi Badan Keuangan Daerah dan 
PPKD diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran  II yang  merupakan  

bagian  tidak terpisahkan  dari  Peraturan  Bupati ini. 

 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai 
Selatan.  

 
Ditetapkan di Kandangan 

pada tanggal   18 Februari 2019 
 

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, 
 

 
 

   TTD   

 ACHMAD FIKRY 
  

Diundangkan di Kandangan 
 pada tanggal   18 Februari 2019 

 
Pj. SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN, 

 
 

                           TTD 
HUBRIANSYAH 

 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN 

   TAHUN 2019 NOMOR  6  

PARAF KOORDINASI 

 Kepala  Kasubbag. Kabag. 

 Bakeuda Per-UU-an Hukum 

 tgl.  tgl.  tgl. 


